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ABSTRAK

Siti Nurhalizah, 10121340 dengan judul “TANGGUNG JAWAB ORANG TUA
TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS ANAK DIBAWAH UMUR
SEBAGAI PENGENDARA”.

Dibimbing oleh (Asrullah) sebagai Pembimbing | dan (S Muchtadin Al Attas)
sebagai Pembimbing 11.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana
orang tua dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah
umur sebagal pengendara kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan
metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang
digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan bahan
hukum sekunder berupa literatur serta doktrin hukum yang relevan. Pengumpulan
bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.
Hasi| penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana orang tua dalam
kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur belum diatur secara
eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Penerapan tanggung jawab pidana
terhadap orang tua mengalami kendala karena asas kesalahan dalam hukum
pidana mensyaratkan adanya kesalahan pribadi. Meskipun demikian, tanggung
jawab orang tua dapat ditafsirkan melalui konsep kelalaian dalam pengawasan
(culpa in vigilando) serta doktrin tanggung jawab pengganti (vicarious liability),
sehingga mempertegas peran orang tua dalam mencegah terjadinya pelanggaran
hukum oleh anak.

Kata Kunci: Anak di bawah umur; Kecelakaan lalu lintas; Pertanggungjawaban
hukum; Vicarious liability.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan
komunikas telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Berbagai
kemudahan yang diperoleh saat ini jugatidak terlepas dari kemgjuan transportasi
yang menjadi kebutuhan turunan akibat aktivitas ekonomi, sosia, dan lainnya.!
Perusahaan penjualan transportasi seperti mobil dan motor juga memberikan
kemudahan kepada masyarakat agar kendaraan tidak hanya dimiliki oleh
masyarakat menengah ke atas tetapi juga masyarakat menengah ke bawah.

Salah - satu fenomena yang semakin marak adalah meningkatnya kasus
kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pengendara.
Hingga saat ini Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki
keterlibatan anak-anak terbanyak dalam insiden kecelakaan lau lintas.
Pengertian anak di bawah umur yang dihadapkan dengan hukum dijelaskan
dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam ketentuan
umum pasal 1 ayat 3 yaitu anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan
tindak pidana.

Banyak orang tua yang sudah berani memberikan kendaraan pribadi baik itu
kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat kepada anak-anak yang

belum cukup umur dan belum memiliki surat izin mengemudi khususnya bagi

! Susantono, Bambang.(2013). Transportasi Dan Investasi,( Kompas Media Nusantara, Jakarta)



anak-anak yang masih berusia dini, ha ini merupakan pembentukan karakter
yang salah terhadap anak. Salah - satu bentuk peran orang tua adalah dengan
mendampingi anak. Anak memerlukan kehadiran orang tua dalam
kehidupannya, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Meskipun
sebagian orang tua memiliki keterbatasan waktu akibat kesibukan pekerjaan,
perhatian yang berkualitas tetap dapat diberikan melalui interaksi yang hangat,
seperti mendengarkan cerita anak, bermain bersama, atau sekedar menghabiskan
waktu dengan berbincang santai.

Kehadiran yang tulus dan fokus ini menjadi dasar terbentuknya ikatan
emosional yang kuat antara anak dan orang tua. Selain itu, menjalin komunikasi
yang efektif merupakan hal penting dalam membina hubungan antara orang tua
dan anak. Komunikasi menjadi jembatan untuk menyampaikan harapan, nasihat,
maupun perasaan dari kedua belah pihak. Dengan komunikasi yang baik, orang
tua dapat memberikan dukungan, arahan, serta memahami kebutuhan anak.
Sebaliknya, anak juga merasa dihargai dan memiliki ruang untuk menyampaikan
pendapat serta perasaannya secara terbuka. Pengawasan dan bimbingan juga
menjadi bagian penting dari peran orang tua.

Daam mendampingi tumbuh kembang anak, orang tua harus peka terhadap
aktivitas dan lingkungan sosial anak, serta memberikan pengarahan terhadap hal-
hal baru yang dihadapi anak. Bimbingan ini berfungsi untuk mengarahkan anak
dalam mengenali dan mengembangkan potensi serta bakat yang dimilikinya.
Lebih efektif jika proses bimbingan ini dilakukan sgak usia dini, agar nilai-nilai

positif tertanam secara konsisten sgjak awal.



Sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi harkat, martabat serta hak
sebagal manusia, seorang anak selalu berada di bawah tanggung jawab orang
tua, keluarga, dan masyarakat. Orang tua, keluarga, masyarakat bertanggung
jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban
yang dibebankan oleh hukum.? Selain itu anak juga terbatas dalam melakukan
pertanggungjawabannya terhadap tindakan yang mereka lakukan. Ketentuan ini
menghendaki agar siapapun apabila melakukan perbuatan melawan hukum maka
ia harus dihukum.

Kemudian masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan
peraturan atau penegakan hukum untuk melindungi kepentingan. Seperti pada
kasus Kecelakaan Lalu Lintas di jalan vetran utara Kota Makassar pada tahun
2024 telah terjadi kecelakaan yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario DD 6158
ZA yang dikendarai oleh anak dibawah umur yang merupakan seorang pelgjar
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Indonesia merupakan Negara
hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang
mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, di
muat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Selain itu juga kenakalan dan kegahatan yang dilakukan oleh anak
telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan
hak-hak yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 1367 Mengatur Perbuatan Melawan

2 Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Hukum akibat kelalaian dan tanggung jawab.?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD)
1945, yang menegaskan bahwa seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan
bernegara harus berlandaskan hukum. Indonesia juga memiliki undang-undang
yang mengatur berbagai aspek kehidupan warganya, termasuk aturan berkendara
yang baik dan aman. Kebijakan lalu lintas tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun
2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kebijakan tersebut tidak
memperbolehkan anak berusia di bawah umur untuk mengendarai kendaraan
roda dua maupun roda empat, namun pada kenyataannya sering ditemukan anak
di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor.

Namun, seringkali persyaratan untuk berkendara tidak dilaksanakan dengan
baik contohnya anak dibawah umur. Banyak orang tua yang membiarkan
anaknya mengendarai kendaraan pribadi sendiri bahkan tanpa pengawasan orang
tua. Dalam hukum yang berlaku, anak tidak dibiarkan mengendarai kendaraan
sendiri karena berbagai faktor yang telah diuji secara baik, hal tersebut mengacu
pada sis psikologis anak yang memang belum dirasa baik dalam mengontrol
emosinya. Misalnya, mengendarai kendaraan yang kurang hati-hati bahkan
melebihi kecepatan maksimum sehingga menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas
yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sehingga harus di berikannya
pertanggungjawaban terhadap anak yang di tetapkan sebagai pelaku kecelakaan
lalu lintas. Tanggung jawab pidana bisa ditujukan pada orang tua atau pemberi

izin karena dianggap turut menyebabkan akibat hukum (dalam hal ini kecelakaan

3Bayu Krisna Wijaya DKK, Op.cit



dan kematian).

Seseorang yang hendak mengendara kendaraan di jalan umum dengan
mempergunakan sepeda motor maupun alat transportasi lainnya diharuskan
memiliki Surat 1zin Mengemudi atau SIM, dan bagi remaja persyaratan usiajuga
sudah dijelaskan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2009 pasal 81 yaitu
minima berusia 17 tahun untuk memiliki SIM A, SIM C, SIM D, dan syarat
mendapatkan SIM B 1 pada usia 20 tahun sementara untuk memiliki SIM B 2
pada usia 21 tahun. Kemudahan akses terhadap kendaraan bermotor, didukung
oleh perkembangan transportasi yang pesat, sering kali tidak diimbangi dengan
pemahaman yang memadai mengenai tanggung jawab hukum, baik dari anak

maupun orang tua.*

Hukum Pidana adalah cabang dari hukum publik yang mengatur tentang
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara, diserta dengan ancaman sanksi
(pidana) terhadap pelanggarnya. Secara umum, hukum pidana bertujuan untuk
menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat dengan

memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang melanggar norma hukum.

Pelaku perbuatan pidana akan diharuskan bertanggung jawab atas
perbuatannya apabila benar mel akukan kesalahan sebagaimana asas pidana yang
tertulis “ Tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan”. Asas ini telah diatur
dalam kitab Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dijadikan
pondasi dalam memidanahkan seseorang pelaku tindak pidana. Hukum pidana

menganut asas “tiada pidana tampa kesalahan”. Pasal 2 KUHP disebutkan

*Vicky F. Taroheh.(2024).” Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13, No.5



“ketentuan pidana dalam perundang — undangan Indonesia diterapkan bagi setiap
orang yang melakukan suatu delik di Indonesia”. Menentukan bahwa setiap
orang yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia bertanggung jawab atas

tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana selalu timbul dari suatu perbuatan apabila
dapat dibuktikan adanya kesalahan berupa kesengajaan maupun kelalaian akan
selalu tekait dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan
oleh orang yang mampu bertangggung jawab. Pertanggungjawaban pidana
adalah suatu keterkaitan petindak terhadap ketentuan — ketentuan hukum dalam
mel akukan perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah
peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menetapkan prinsip, hak, dan
tanggung jawab dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan,
eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Undang-undang ini bertujuan untuk
menjamin pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Seiring dengan kebutuhan akan perlindungan anak yang lebih komprehensif dan
responsif terhadap tantangan zaman, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,
(selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang menyatakan bahwa “Orang
tua berkewgjiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara,
mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan

harkat dan martabat.



Permasalahan pertanggungjawaban hukum terhadap orang tua dalam
konteks anak yang berkendara tanpaizin legal menimbulkan tantangan tersendiri
dalam sistem hukum nasional. Secara normatif, Indonesia tidak memiliki satu
pun peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menyatakan bahwa
orang tua dapat dipidana atau dibebani tanggung jawab hukum secara langsung

jika anaknya melakukan pelanggaran lalu lintas dan menyebabkan kecel akaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal asas personalitas
daam hukum pidana, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas
perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Namun demikian, terdapat celah
dalam hukum yang seharusnya dapat digunakan untuk menerapkan bentuk
pertanggungjawaban tidak langsung, salah satunya melalui doktrin culpa in
vigilando (kelalaian dalam pengawasan), yang telah lama diakui dalam hukum

perdata.

Selain itu, dadam konteks hukum pidana anak, Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) memang memberikan ruang
bagi pengenaan tanggung jawab restoratif, tetapi fokusnya lebih kepada
pembinaan anak, bukan pada pengenaan sanks terhadap orang tua. Padahal
dalam kasus-kasus yang menimbulkan korban jiwa atau kerusakan harta benda
yang besar, negara perlu memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang lebih
tegas terhadap pihak yang secara sosid dan hukum seharusnya bertanggung
jawab orang tua. Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya berdasarkan Pasal
1367 KUHPerdata, dinyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas

kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang lain yang berada di bawah



pengawasannya, termasuk orang tua terhadap anak-anak mereka. Ketentuan ini
secara teoritis dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perdata kepada orang
tua dari anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan dan menyebabkan

kerugian.

Namun dalam praktik peradilan, penerapan Pasal 1367 KUHPerdata masih
sangat terbatas dan belum secara konsisten digunakan dalam perkara-perkara
kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Salah - satu
penyebabnya adalah ketiadaan standar pembuktian yang jelas mengenai unsur
kelalaian orang tua. Di sinilah doktrin vicarious liability dari hukum Anglo-

Saxon menjadi relevan untuk dianalisis dan dibandingkan.

Vicarious liability mengasumsikan bahwa pihak tertentu (biasanya atasan
atau wali hukum) dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan pihak lain
(bawahan atau anak) ketika perbuatan itu dilakukan dalam cakupan hubungan
dan tanggung jawab hukum yang ada. Di berbagai negara civil law, seperti
Belanda dan Prancis, doktrin ini telah digunakan dalam konteks hubungan orang
tua dan anak, terutama jika terdapat bukti bahwa orang tua mengetahui dan
membiarkan anak mereka mengakses kendaraan. Tanggung gugat orang tua atas
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Belanda
disebut dengan tanggung jawab kualitatif orang tua. Dalam konsep tanggung
jawab kualitatif orang tua terhadap anaknya, Pasal 6:164 NBW mengatur bahwa
perbuatan yang dilakukan oleh anak yang yang belum mencapa usia 14 tahun,
tidak dapat dipersalahkan atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Jika anak di bawah 14 tahun melakukan perbuatan yang dianggap melawan



hukum, maka berdasarkan Pasal 6:169 ayat (1) NBW, orang tua lah yang
sepenuhnya mengganti kerugian atas perbuatan yang ditimbulkan oleh anaknya

itu terhadap pihak ketiga.

Tanggung jawab kualitatif ini tidak mempertimbangkan apakah orang tua
tersebut terlibat dalam perbuatan sang anak atau apakah anak tersebut dalam
keadaan cacat mental, sehingga yang dikedepankan adalah tanggung jawab
mutlak atau strict liability demi segera memperbaiki keadaan seperti semula.
Perbuatan anak dengan usia di atas 14 tahun, namun di bawah 16 tahun (14-15
tahun) sudah dapat dikategorikan sebagal perbuatan melawan hukum apabila

memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.®

Di negara Belanda, usia minimum untuk memperoleh Surat 1zin Mengemudi
(SIM) adalah 18 tahun. Sistem hukum yang dianut adalah civil law, dengan
bentuk pertanggungjawaban hukum berupa civil liability dan tort. Apabila
seorang anak di bawah umur mengemudikan kendaraan tanpa SIM dan
menyebabkan kecelakaan, maka orang tua dapat dimintal pertanggungjawaban
secara hukum karena dianggap lalai dalam pengawasan. Hal ini dapat berujung
pada gugatan perdata oleh korban maupun klaim dari perusahaan asuransi.
Sementara itu, di Prancis batas usia minimum untuk memiliki SIM juga
ditetapkan pada usia 18 tahun. Sistem hukum di Prancis mengakui bentuk
pertanggungjawaban yang dikenal sebagai responsabilité civile (tanggung jawab

perdata), dimana orang tua dapat digugat oleh pihak ketiga atau korban

®Lukman, Clarinta A.P. and Salam Abdul. (2023)." Tanggung Gugat Orang Tua Atas Perbuatan
Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut KUH Perdata (Studi
Perbandingan dengan Belanda dan Hukum Perdata Manitoba, British Columbia, dan Ontario),”
Lex Patrimonium: Vol.2: Iss.2



kecelakaan akibat perbuatan anaknya. Prinsip ini memperkuat posisi korban
dalam menuntut ganti rugi atas kelalaian orang tua yang memungkinkan anaknya
mengendarai kendaraan secarailegal.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan
bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh,
memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak
sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya
perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman
nilai budi pekerti pada anak”.®

Daam hukum Indonesia, konsep ini bisa diterapkan sebaga bentuk
kelalaian dalam pengawasan atau pemberian fasilitas yang berakibat fatal. Dan
dalam kasus tersebut Melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), dan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) “Pasal 359 yang Menyatakan bahwa siapapun yang karena
kelalaiannya menyebabkan orang lain meningga dunia dapat dipidana. Dalam
hal ini, orang tua yang lalai memberikan akses kendaraan kepada anak di bawah
umur dapat dianggap sebagai penyebab tidak langsung dari kecelakaan fatal
tersebut, dan Pasal 360 Menyatakan bahwa “siapapun yang menyebabkan luka
berat pada orang lain karena kelalaian juga dapat dipidana. Walaupun bukan
kematian, dalam konteks kecelakaan dengan korban luka berat, pasal ini dapat

diterapkan.

® Pasal 26 ayat 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
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Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan
penelitian yang membahas lebih lanjut terkait :“TANGGUNG JAWAB ORANG
TUA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS ANAK DIBAWAH

UMUR SEBAGAI PENGENDARA.”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan
masal ah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum orang tua terhadap tindakan
berkendara anak yang mengakibatkan kecel akaan?
2. Bagaimana penerapan vicarious liability terhadap orang tua yang
membiarkan anak dibawah umur berkendara dan mengakibatkan

kecelakaan berdasarkan UU perlindungan anak?

1.3 Tujuan Pendlitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui secara hukum pertanggung jawaban orang tua
terhadap tindakan berkendara anak yang mengakibatkan kecel akaan.
2. Untuk mengetahui penerapan Vicarious Liability terhadap orang tua yang
membiarkan anak dibawah umur berkendara dan mengakibatkan

kecel akaan berdasarkan UU perlindungan anak.

1.4 Manfaat Pendlitian
Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik
manfaat teoritis maupun manfaat praktis.
1. Manfaat Teoritis
a. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah

wawasan dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi
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para pembaca terkhusus kepada mahasiswa hukum di Universitas
Sulawes Barat.

b. Harapan penulis membuat penelitian ini bisa menjadi sumbangsih
pemikiran penulis dan dapat mengembangkan atau melatih penulis
dalam membuat suatu karyailmiah.

2. Manfaat Praktis

Tentunya manfaat ini bagi penulis merupakan salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi [lmu Hukum Fakultas Ilmu sosial
[Imu Politik dan Hukum Universitas Sulawes Barat, dan juga untuk
mendapatkan pengetahuan mengenai topik yang diangkat oleh penulis guna
mengembangkan wawasan pengetahuan mengenai topik yang diangkat oleh

peneliti dalam membuat suatu karya penelitian.
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benda, sehingga patut dibebankan konsekuensi hukum yang nyat

BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap tindakan berkendara anak di
bawah umur yang mengakibatkan kecelakaan pada prinsipnya dapat ditinjau
dari tiga aspek hukum, yaitu:

- Hukum pidana, anak memang dapat dimintai pertanggungjawaban
pidana berdasarkan KUHP dan UU SPPA, tetapi orang tua juga dapat
dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai (culpa in vigilando)
dengan membiarkan atau memberikan sarana kepada anak yang belum
memiliki SIM untuk mengendarai kendaraan.

- Hukum perdata, sesua Pasa 1367 KUHPerdata, orang tua
bertanggung jawab mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh
perbuatan anak yang berada di bawah pengawasan mereka. Ha ini

menegaskan bahwa selain aspek moral, ada kewagjiban yuridis yang
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harus dipenuhi oleh orang tua.

- Hukum administratif, sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengemudi wajib
memiliki SIM. Apabila anak di bawah umur kedapatan mengendarai
kendaraan tanpa SIM, maka orang tua sebagai pemilik atau pihak yang

memberikan izin dapat dikenakan sanksi administratif.

2. Penerapan asas vicarious liability terhadap orang tua yang membiarkan
anak di bawah umur berkendara dan mengakibatkan kecelakaan merupakan
bentuk konkret perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU
No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Asas ini menegaskan bahwa orang tuatidak hanya memiliki tanggung jawab
moral, tetapi juga tanggung jawab hukum ketika kelalaian pengawasan
mereka berakibat pada terjadinya kerugian, baik berupa luka, kerusakan
harta benda, maupun hilangnya nyawa orang lain.

3. Fenomena meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di
bawah umur menunjukkan lemahnya pengawasan keluarga, kelonggaran
norma sosia, serta kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menindak
pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, pertanggungjawaban orang tua
menjadi urgen sebagal bagian dari upaya preventif untuk menekan angka
kecelakaan dan melindungi kepentingan masyarakat luas.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan
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beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua, diharapkan agar lebih memperketat pengawasan terhadap
anak, khususnya terkait penggunaan kendaraan bermotor. Orang tua
sebaiknya tidak memberikan sarana berupa kendaraan kepada anak yang
belum memenuhi syarat usia dan kelayakan hukum untuk mengemudi,
karena tindakan tersebut tidak hanya berisiko bagi keselamatan anak, tetapi
juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi orang tua
sendiri.

2. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, perlu meningkatkan
pengawasan serta penegakan aturan lalu lintas, khususnya terhadap
pelanggaran yang melibatkan anak di bawah umur. Aparat kepolisian
hendaknya bertindak lebih tegas dalam menindak orang tua yang laai
mengawasi anaknya, sehingga dapat memberikan efek jera sekaligus
mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak.

3. Bagi masyarakat, penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan
budaya tertib berlalu lintas. Lingkungan sosial memiliki peran besar dalam
membentuk perilaku anak, sehingga dukungan masyarakat dalam
mengingatkan serta mencegah anak di bawah umur menggunakan
kendaraan bermotor sangat diperlukan demi terciptanya keselamatan
bersamadi jalan raya.

4. Bagi pembuat kebijakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap regulasi terkait
perlindungan anak dan lalu lintas agar penerapan asas vicarious liability

dapat lebih jelas dalam menjerat pihak yang lalai, khususnya orang tua,
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sehingga aspek preventif dan represif dapat berjalan seimbang.
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